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BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang Masalah
Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan perlu terus diupayakan baik fisik maupun non fisik dalam segala aspek kehidupan, dimana wujud dari pembangunan nasional dapat meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Bangsa Indonesia memiliki tujuan nasional yang luhur yaitu: “Terbentuknya suatu pemerintahan yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 

Tujuan nasional tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia seutuhnya, dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh berlandaskan kekuatan moral dan etika.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat khususnya dibidang komputerisasi dan teknologi, informasi telah begitu berpengaruh sangat besar terhadap sistem administrasi Pemerintahan secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi era globalisasi dimana sistem informasi memegang peranan penting untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan pengolahan data. Dalam hal ini tentu saja bagi aparatur Pemerintahan dihadapkan pada suatu kondisi obyektif yang menuntut daya saing serta kecepatan, ketepatan dan keakuratan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk pembangunan sistem informasi manajemen berbasis komputer dan jaringan komunikasi sudah merupakan suatu kebutuhan.
Teknologi informasi yang berbasis komputerisasi, saat ini telah menyederhanakan pekerjaan menganalisis jumlah data yang luas, dan teknologi informasi berbasis komputer tersebut dapat memudahkan dalam memanajemen sumber daya aparatur. Informasi saat ini merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap masyarakat seperti halnya manusia membutuhkan tenaga untuk hidupnya. Informasi memungkinkan masyarakat dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dari adanya perubahan yang sedemikian cepat dan kompleks. Tentu saja hasil dari teknologi ini sangat mempengaruhi bagaimana pemerintah di masa modern harus bersikap dalam melayani masyarakat.

Sistem informasi adalah sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen didalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Peran informasi semakin luas dan kompleks serta bervaritas tinggi sehubungan dengan upaya peningkatkan kredibilitas sistem informasi dan pemanfaatnya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia serta pemanfaatan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem komunikasi dalam rangka penyebarluasan informasi terpilih, yang akhirnya memberikan dampak bagi peningkatan produktivitas dan mutu program. Karena itu, wajar bila bidang sistem informasi perlu mendapat perhatian dari semua manajer setiap organisasi yang ada. Dengan kata lain, pengelolaan sistem informasi yang baik akan mendukung pelaksanaan manajemen yang efektif.

Pemimpin yang efektif bertugas dan bertanggung jawab mengelola sistem informasi dalam rangka proses manajemen dan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Tugas pengelolaan tersebut meliputi perencanaan informasi, tranformasi informasi, komunikasi informasi, organisasi pelaksana, pemantau, pengendalian dan penilaian. Sesuai dengan jenjang dan ruang lingkup tugasnya, setiap pemimpin harus memiliki kemampuan yang memadai tentang pengelolaan sistem umumnya dan komponen-komponennya pada khususnya.

Pengambilan keputusan selalu menggunakan informasi untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, sehingga subjek manajemen informasi bukanlah suatu hal yang baru, yang baru adalah kemudahan memperoleh informasi yang akurat, inovasi yang memungkinkan kemampuan ini adalah komputer. Sebuah organisasi akan semakin maju dengan menyadari bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sumber daya srategis yang penting pada saat ini.

Peran sistim informasi semakin luas dan kompleks serta bervaritas tinggi sehubungan dengan upaya peningkatan sistim informasi, dan pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sumber daya manusia serta pemanfaatan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem komunikasi dalam rangka penyebarluasan informasi, yang akhirnya memberikan dampak bagi peningkatan produktifitas dan mutu program.

Sistem informasi manajemen pemilu dibentuk dari sistem informasi manajemen berbasis komputer, yang diperoleh dari unit-unit kerja yang ada di Pemerintahan Jawa barat yang terhubung melalui jaringan komunikasi data, maka selain itu dapat meminimalisasi terjadinya konflik/kesimpangsiuran informasi data setiap bagian/unit kerja, sistim informasi manajemen dapat juga mengantisipasi kemungkinan terlambatnya penyajian informasi yang diperlukan dalam level manajerial/pengambil keputusan yang lebih tinggi  untuk terciptanya suatu mekanisme penyediaan data dan informasi yang relatif cepat, tepat dan lengkap. 
Masalah pada pelaksanaan pemilihan umum sangat banyak. Perhitungan suara hanya salah satu simpul flow dari kegiatan pemilihan umum (disamping pengadaan logistik, pendataan daftar pemilih tetap, dsb). Semua simpul adalah krusial. Tetapi, hasil perhitungan suara biasanya menuai kritik dari konstituen partai, masyarakat umum dan berbagai pihak yang berkepentingan atas hasil pemilihan umum, apalagi jika proses perhitungan suara masih diliputi banyak tanda tanya, dikarenakan tidak adanya sistem yang dapat menghasilkan data yang valid dan akurat serta dapat di pertanggungjawabkan.

Pemanfaatan dan dukungan teknologi informasi di berbagai bidang sudah menjadi kebutuhan pada saat ini. Kecepatan proses, akurasi perhitungan, dan otomatisasi kegiatan menjadi daya tarik dari teknologi informasi. Infrastruktur yang makin lengkap dan kesiapan masyarakat terhadap teknologi informasi juga menjadi pendukung dari penerapan teknologi informasi.

Nilai manfaat dari teknologi informasi dapat diperoleh dengan penggunaan teknologi informasi secara tepat dan baik. Kesalahan penerapan teknologi informasi sering kali menimbulkan kerugian dan tidak menghasilkan nilai lebih. Karena itu analisis yang baik dan pemakaian teknologi yang tepat disesuaikan dengan lingkungan dan sistem yang ingin didukung menjadi bagian yang sangat penting.

Teknologi informasi pada PILGUB berpeluang memperoleh dukungan sangat besar dari masyarakat melihat sejumlah proses yang dapat dioptimalkan dengan keikutsertaan teknologi informasi. Hal ini juga melihat pengalaman sebelumnya yaitu pada proses PEMILU 2004 yang melibatkan teknologi informasi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam hal perhitungan suara. Meminimalisasi proses manual akan dapat menghasilkan data yang dapat diterima oleh semua pihak karena minim rekayasa ataupun kesalahan entry data.

Berkaca pada PEMILU Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2004 yang lalu, Pemilihan Umum dilakukan serentak pada 5 April 2004 dan hasilnya dapat diketahui antara tanggal 15-20 April 2004 (10-15 hari untuk perhitungan suara). Semenjak PEMILU bukan lagi menjadi pesta akbar yang dilaksanakan 5 tahun sekali, tetapi berubah menjadi acara rutin bangsa Indonesia, termasuk diantaranya pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, untuk tingkat propinsi dan kabupaten atau kota. Karena itu, keterbutuhan sistem komputerisasi untuk perhitungan suara sangat diperlukan. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah satu produk pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang pemilu. Penetapannya adalah kebijakan hubungan masyarakat, publikasi/penyampaian informasi pemilihan umum, penyampaiam informasi secara elektronik, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam setiap tahap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pemilu sesuai dengan perundang-undangan.
KPU Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu instansi pemerintah yang telah memiliki perangkat kerja berbasis sistim informasi diantaranya adalah Sistim Informasi Penghitung Suara (SITUNG). Sistem informasi penghitung suara adalah sebuah sistem informasi yang memiliki fungsi sebagai alat untuk menghitung suara pada pemilu pemilihan Gubernur. Tujuan dari penggunaan sistem informasi penghitung suara ini adalah untuk meningkatkan akurasi perolehan suara.
Penerapan sistem informasi penghitung suara di KPU merupakan alat penunjang kelancaran pemilu di KPU Provinsi Jawa Barat, fungsi dari sistem informasi penghitung suara adalah untuk menghitung suara hasil pemilu pemilihan Gubernur. Dengan adanya sistim informasi penghitung suara, maka diharapkan KPU Provinsi Jawa Barat dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan sukses dan efektif.
Sumber daya manusia yang berkulitas, mensyaratkan adanya kemnampuan menguasai menguasai keterampilan dan pengetahuan serta sikap yang menunjang dalam melakukan pekerjaan di tempat kerja, sehingga produktifitas kerja tinggi, dan mampu memanfaatkan peluang dan dapat menghadapi tantangan, dalam menghadapi kehidupan global yng kompetitif, diharapkan proses pendidikan dapat mengembangkan kemampuan untuk berkopetensi, mengembangkan sikap kreatif ,inovatif dan efektif  serta selalu berupaya meningkatkan kualitas.

Efektifitas sistem informasi penghitungan suara di KPU Provinsi Jawa Barat terdapat beberapa kendala yang signifikan. Permasalahan yang sering muncul dalam penerapan  sistem informasi menggunakan tekhnologi, tidak selalu diiringi dengan kesiapan aparatur pemerintah serta bagaimana sistem tersebut mampu menghasilkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien, dapat meningkatkan  produktifitas dalam akurasi perolehan suara pada pemilihan Gubernur. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul ”EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) DALAM AKURASI PEROLEHAN SUARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008”. (Studi Kasus Pada Kantor KPU Provinsi Jawa Barat).
1.2   Identifikasi Masalah


Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah proses pembahasan. Penulis mengindentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sumberdaya penentu keberhasilan sistem informasi penghitungan suara pada pemilu pemilihan Gubernur Jawa Barat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Tahaun 2008?
2. Bagimana produktifitas sistem informasi penhitungan suara pada pemilu pemilihan Gubernur Jawa Barat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008?
3. Bagimana sikap aparatur dalam mengelola sistem informasi penghitungan suara pada pemilu pemilihan Gubernur di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008?
1.3    Maksud dan Tujuan Laporan KKL


Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana akurasi perolehan suara pada pemilihan gubernur Jawa Barat dalam efektifitas sistem informasi perhitungan suara pada tahun 2008.

Sedangkan tujuannya adalah :
1. Untuk mengetahui sumber daya penentu keberhasilan sistem informasi penghitungan suara pada pemilu pemilihan Gubernur Jawa Barat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Tahaun 2008.
2. Untuk mengetahui produktifitas sistem informasi penhitungan suara pada pemilu pemilihan Gubernur Jawa Barat di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui sikap aparatur dalam mengelola sistem informasi penghitungan suara pada pemilu pemilihan Gubernur di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat Tahun 2008.
1.4   Kegunaan Laporan KKL


Kegunaan laporan kuliah kerja lapangan (KKL) sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk memparktekan teori-teori yang telah dipelajari, menambah daya nalar dan kesempatan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi pemerintah maupun masyarakat umum, terutama yang berkaitan dengan efektifitas sistim informasi manajemen dalam akurasi perolehan suara pada pemilihan Gubernur 
2. Secara teoritis penelitian ini untuk mengmbangkan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan dan dapat memperkaya wacana dalam dunia pendidikan khususnya di bidang Ilmu Pemerintahan dalam pelaksanaan e-Goverement.
3. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektifitas penghitungan suara, khususnya di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
1.5   Kerangka Pemikiran

Kajian tentang efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas. Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan. Efektivitas memiliki variabel-variabel sebagai pengukur efektifitas dan sebagai variabel yang memperlancar atau membantu memperbesar kemungkinan tercapainya efektifitas. Hal ini sejalan dengan variabel yang dikemukakan oleh (Price, 1968) dalam bukunya Richard M. Steers yang berjudul efektivitas organisasi, sebagai berikut:

1. Kemampuan menyesuaikan diri atau keluwesan.
2. Produktifitas.
3. Kepuasan kerja atau sikap.
4. Kemampuan berlaba.
5. Pencarian sumber daya.

      (Price dalam Richard M. Steers, 1985:206)

Berdasarkan pengertian diatas keterkaitan antara variabel yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi penghitungan suara dalam akurasi perolehan suara pada pemilihan Gubernur hanya ada tiga indikator yang mempengaruhi efektivitas sistem informasi penghitungan suara tersebut yaitu sumber daya, produktifitas dan kepuasan kerja atau sikap para pelaksana.


 Proses peningkatan produktivitas kerja memberi kesempatan terbaik untuk membangun pengalaman yang terus berkembang. Jadi, untuk membuat peningkatan yang berarti dalam produktifitas organisasi harus terus berusaha mencapai tingkat terbaik. Upaya tersebut seharusnya menjadi aspek manajemen rutin yang berkesinambungan. Menurut (Timpe, 1999) dalam bukunya Sadarmayanti yang berjudul good governance membangun sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktifitas menuju good goverenance, mengutarakan bahwa:
Meningkatkan produktifitas organisasi merupakan tantangan yang jauh lebih besar daripada meningkatkan produktivitas pegawai. Peningkatan memerlukan berbagai kebijaksanaan dan program yang dirancang untuk meningkatkan 3 (tiga) R organisasi yaitu: Result, Resourcrs, Ratio (hasil, sumber, rasio). 
(Timpe dalam Sadarmayanti, 2004:232).

Produktivitas berarti hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan dan sumber-sumber masukan (input) yang digunakan, biasanya dinyatakan sebagai rasio besarnya keluaran (output) terhadap masukan (input). Peningkatan produktifitas ditujukan untuk mencapai perubahan yang signifikan dalam rangka hubungan yang baik antara keluaran dan masukan, atau peningkatan dalam rasio kinerja yang dicapai (output) dibagi sumber daya yang dikonsumsi (input).


Pada era otonomi daerah kinerja aparatur pemerintahan dalam meningkatkan efektifitas harus lebih ditingkatkan. Dengan adanya aplikasi tekhnologi pemerintahan yang dinamakan dengan e-Government. Maka kesiapan aparatur perlu diseimbangkan dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengaplikasikan penerapan e-Government. e-goverenment itu sendiri memiliki arti yang menurut Edi Sutanta sebagai berikut:

e-Goverenment adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. Penggunaan teknologi ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru, seperti pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah kepada pemerintah dan pemerintah kepada bisnis atau pengusaha. (Sutanta, 2003:150).


Dengan demikian e-goverenment merupakan penggunaan tekhnologi informasi untuk mencapai suatu jabatan dalam pemerintah dengan cara yang lebih baik sehingga berorintasi pada pelanggan dan hemat biaya. e-government dalam pelaksanaan tidak terlepas dari prinsip-prinsip penggunaan e-govrnment, yang dikatakan Raharjo sebagai berikut:

1. Fokus pada perbaikan pelayanan pemerintah ke pada masyarakat, karena itu perlu ditentukan prioritas jenis pelayanan yang :
a. Memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sumberdaya manusia.
b. Memerlukan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.
c. Memungkinkan terjadinya kerjasama antara pemerintah dengan kalangan lain seperti intitusi swasta dan lembaga non komersial lainnya.

2. Membangun lingkungan yang kompotitif dengan membuka ruang partisipasi bagi seluruh kalngan yang berkepentingan stake holders dalam upaya peningkatan pelayanan.
3. Memberi penghargaan pada inovasi.
4. Pencapaian efesiensi dengan menghapuskan birokrasi sekaligus menambah pendapatan pemerintah.

      (dalam Indrajit, 2002:25)


Kegunaan informasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan, sedangkan nilai dari pada informasi ditentukan oleh manfaat, biaya dan kualitas maksudnya bahwa informasi dianggap bernilai apabila lebih efektif dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya. 

Al-Bahra Bin Ladjamudin berpendapat bahwa sistem informasi dapat didefinisikan sebagai berikut:
1. Suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi.
2. Sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan/atau mengendalikan informasi.
3. Suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar dengan laporan-laporan yang diperlukan. 

(Ladjamudin, 2005:13-14).

Menurut Oemar Hamalik, konsep informasi merupakan proses pengolahan data menjadi suatu informasi dan pada tahapan selanjutnya, sebuah informasi akan menjadi data untuk terciptanya informasi lain. Adapun konsep  informasi atau konsep pengolahan data sebagai berikut:
Bagan 1.1
Konsep Sistem Informasi

(Sumber Hamalik, 1993:19)


Al-Bahra Bin Ladjamudin berpendapat bahwa sistem informasi memiliki kulitas informsi (quality of information) sangat dipengaruhi oleh beberap hal:

1. Relevan (relevancy) 

Seberapa jauh tingkat relevancsi informasi tersebut terhadap kenyataan kejadian masa lalu, kejadian hari ini, dan kejadian yang akan datang. Informasi yang berkualitas kan mampu menunjukan benang merah relevansi kejadian masa lalu, hari ini, dan masa depan sebagai sebuah bentuk aktivitas yang kongkrit dan mampu dilaksanakan, dan dibuktikan oleh siapa saja.
2. Akurat (accuracy) 

Suatu informasi dikatakan berkualitas jika seluruh kebutuhan informasi tersebut telah disampaikan (completeness), seluruh pesan telah benar atau sesuai (correctness), serta pesan yang disampaikan sudah lengkap atau hanya sistem yang diinginkan oleh user (security).
3. Tepat Waktu 

berbagai proses dapat diselesaikan dengan tepat waktu, laporan-laporan yang dibutuhkan dapat disampaikan tepat waktu.
4. Ekonomis (economy), 

Informasi yang dihasilkan mempunyai daya jual yang tinggi, serta biaya oprasional untuk menghasilkan informasi tersebut juga mampu memberikan dampak yang luas terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan teknologi informasi.
5. Efesien (efficiency), 

Informasi yang berkualitas memiliki sintaks ataupun kalimat yang sederhana (tidak berbelit-belit, tidak juga puitis, bahkan romantis), namun mampu memberikan makna dan hasil yang mendalam atau bahkan menggetarkan setiap orang atau benda apapun yang menerimanya.
6. Dapat Dipercaya (reliability) 

Informasi tersebut berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Sumber tersebut telah teruji tingkat kejujurannya. Misalkan output suatu program komputer, bisa dikategorikan sebagai reliability, karena program computer akan memberikan output sesuai dengan input yang diberikan, dan outputnya tidak pernah dipengaruhi oleh iming-iming jabatan, ataupun setumpuk nilai rupiah.

    (Ladjamudin, 2005:11-12)


Dapat disimpulkan bahwa sistim informasi lebih menekankan kepada hasil dan tujuan sedangkan  kualitas informasi ditentukan oleh beberapa hal diataranya relevansi, akurasi, tepat waktu, ekonomis, efisien, dapat dipercaya, sehingga memungkinkan informasi yang berkualitas memenuhi kriteria diatas. 
Menurut pendapat Gordon. B. Davis (1985)  dalam bukunya Al-Bahra Bin Ladjamudin mendifinisikan informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun masa yang akan datang.


Sedangkan menurut pendapat Raymond Mcleond (1995) mendifinisikan informasi sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya. Alat pengolah informasi dapat meliputi elemen komputer, elemen non komputer atau kombinasinya.


Menurut pendapat diatas bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya dan dapat dipergunakan sebagai suatu alat Bantu dalam pengambilan keputusan.


Sistem informasi pengitungan suara (SITUNG) adalah sebuah sistem yang brfungsi sebagai alat untuk menghitung suara pada pemilu, sistem tersebut dapat memberikan informasi mengenai hasil pemilu yang dapat memberikan manfaat bagi KPU itu sendiri dan masyarakat pada umumnya.


Sumber informasi adalah data. Data adalah kenyataan yang mengambarkan kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Kejadian (event) adalah suatu yang terjadi pada saat tertentu. Informasi diperoleh setelah data-data mentah diproses atau diolah. Menurut John Burch dan Gary Grundnitsski, agar informasi lebih berharga, maka informasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Informasi harus akurat, sehingga mendukung pihak manajemen dalam mengambil keputusan.
2. Informasi harus relevan, benar-benar terasa manfaatnya bagi yang membutuhkan.
3. Informasi harus tepat waktu, sehingga tidak ada keterlambatan pada saat dibutuhkan. 

(Ladjamudin, 2005:9)

Penerapan sistim inforamasi di KPU merupakan salah satu usaha pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai akurasi perolehan suara, dan diharapkan dapat memberikan kualitas pada pemyelenggaraan pemilu, khuusnya pemilihan Gubernur. Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) merupakan aplikasi yang didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan sepesifik KPU/KPUD sehubungan dengan proses perekaman penghitungan suara hasil Pilkada. Undang-undang tentang penyelenggara pemilihan umum pasal (1) ayat (7) menyebutkan bahwa KPU adalah:
Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. (Undang-undang RI Nomor 22 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal (1) ayat (7) tahun 2007).


(UU RI No 22 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007)


Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  pasal (9) ayat (3) meliputi:

a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepal Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepal Daerah provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
e. Memutakhiran data pemilih bersarkan data kependudukan dan menetapkanya sebagai daftar pemilih;
f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;
g. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan;
h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dala wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU.
j. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dari seluruh KPU Kabupaten dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan mengumumkannya;
l. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah profinsi terpilih dan membuat berita acaranya;
m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi kepada KPU;
n. Memeriksa mpengaduan dan/atau lporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;
p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrative kepada anggota KPU Kabupaten/kota, sekretaris KPU Provinsi, dan Pegawai secretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daearh dan Wakil Kepala Daerahprovinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wwenang KPU Provinsi kepada Masyarakat;
r. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
s. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daera dan Wakil Kepala Daerahkabupaten/kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
t. Melakukan evalusi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;
u. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah da Wakil Kepala Daerah provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat; dan
v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang;
            (UU RI No. 22 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebagai produk pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang pemilu. Undang-undang RI tentang penyelelenggara pemilihan umum pasal (1) ayat (1) menyebutkan bahwa, pemilihan umum, selanjutnya Pemilu adalah:
Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum No.22 Tahun 2007:Pasal (1) ayat (1)).


(UU RI No. 22 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007)

Pasal diatas mengemukakan mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai produk pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang pemilu dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum. Menurut Koirudin, Pemilihan umum dapat diartikan sebagai berikut:
“Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih, memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatanyang disini beraneka ragam, mulai dari perisiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerinthan, sampai kepala desa. Pada konteks ini yang lebih luas, pemilu juga berarti proses mengisi jabatan-jbatan seperti ketua Osis atau ketua kelas, walaupun untuk itu kata ‘pemilihan’ lebih sering digunakan”
(Koirudin, 2004:94).


Penyelenggara pemilu para pemilih juga disebut konstituen, kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara dan Pemilihan Umum merupakan wadah aspirasi rakyat dimana rakyat dapat mengemukakan keinginan dalam memilih, melalui Sosialisasi poltik yang dilakukan dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum atau bisa yang disebut Pemilu.


Miriam Budiardjo berpendapat, sosialisasi politik merupakan “proses melalui masa seseoarang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada” (Budiardjo, 1996:163). Pelaksanaan sosialisasi politik dalam hal ini adalah pemilu, pemilu perlu adanya partai politik sebagai sarana sosialisasi politik sekaligus sebagai sarana komunikasi politik. 

Partai politik merupakan sarana sosialisasi politik dan sebagai sarana komunikasi politik, sehingga keduannya memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.

Pengertian partai politik menurut Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa partai politik memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Partai sebagai sarana komunikasi politik.
2. Partai sebagai sarana sosialisasi politik.
3. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik.
4. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

     (Budiarjo, 2002:166)


Partai politik merupakan kelompok yang bertindak sebagai suatu kesatuan politi dengan memanfaatkan kekuasaan, dan suatu kelompok tertentu memiliki fungsi yang sama yaitu mencapai kekuasaan dalam pemerintahan yang kemudian dapat mengatur konflik, sebagai sarana komunikasi, dan sarana sosialisasi politik.


Masyarakat merupakan suatu kelompok yang mempunyai kepentingan dan menjalani hidupnnya, yang sebagaimana dikatakan oleh (Sudjarwo, 2004:59) masyarakat adalah kesatuan hidup manusi yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh rasa dan identitas bersama. Masyarakat dalam menjalani hidupnya tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintahh. Hal itu merupakan bentuk dari kesiapan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pendapat  Soewarno Handayaningrat mengatakan bahwa:
“Aparatur adalah aspek-aspek administrsi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau Negara, sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Aspek-aspek administrasi itu terutama ialah kelembagaan atau organisasi dan kepegawaian” (Soewarno, 1982:154).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis membuat difinisi operasional. Difinisi operasional merupakan suatu difinisi yang menyatakan secara jelas dan akurat mengenai bagaimana suatu konsep tersebut dapat diukur (Hermawan, 2004:42)

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka difinisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber daya efektivitas dalam penelitian ini meliputi:
a. Sumber daya manusia (SDM), keberhasilan efektivitas SITUNG di Kantor Komisi Pemilihan Umum, tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya aparatur yang tersedia. 
b. Sumber daya finansial atau modal, modal atau dana sangat diperlukan untuk keberhasilan efektivtas SITUNG, kesiapan modal sangat diperlukan, seperti untuk pembelian alat-alat komputer, pengadaan sarana-prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi lainnya.
c. Sumber daya waktu, waktu sangat diperlukan dalam keberhasilan efektivitas SITUNG, karena dengan adanya waktu yang tepat, dapat meningkatkan akurasi perolehan suara pada Pemilu Pemilihan Gubernur Jawa Barat.
2. Produktifitas dalam penelitian ini meliputi:
a. Keahlian manajemen yang bertanggung jawab, kinerja aparatur di Kantor Komisi Pemilihan Umum untuk keberhasilan efektivitas SITUNG, dalam akurasi perolehan suara.
b. Kepemimpinan yang luar biasa, kualitas kepemimpinan manajemen dapat memberikan dorongan kepada bawahannya agar dapat meningkatkan kinerja aparatur dalam SITUNG. 
c. Kepegawaian yang efektif, proses dan lembaga menghasilkan sesuai apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin, dengan cara pemanfaatan sistem SITUNG, diharapkan dapat memperoleh akurasi perolehan suara pada pemilihan Gubernur.
3. Kepuasan kerja atau sikap dalam efektivitas sistem informasi penghitungan suara dalam akurasi perolehan suara meliputi:
a. Struktur birokrasi, birokrasi yang ada di Kantor Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi melaksanakan penghitungan suara. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard, operating, procedures, atau SOP).
b. Norma-norma, penetapan norama/aturan bagi para pelaksana kebijakan, dengan adanya norma dapat membatasi sikap para pelaksana SITUNG di Kantor Komisi Pemiliahan Umum, agar tidak bertindak sewenag-wenang.
c. Pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, hubungan yang terjadi di SITUNG di Kantor Komisi Pemiliahan Umum.

Berdasarkan difinisi operasional diatas, maka penulis merumuskan proposisi. Masri Singarimbun berpendapat bahwa proposisi adalah hubungan yang logis antar dua konsep khususnya didasarkan dalam bentuk suatu peryataan yang menerangkan hubungan antar dua konsep. (Singarimbun, 2006:154). Jadi proposisinya adalah efektivitas sistem informasi penghitungan suara (SITUNG) dalam akurasi perolehan suara pada pemilihan Gubernur.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat model kerangka pemikiran. Adapaun model kerangka pemikiran tersebut adalah:
Bagan 1.2
Model Kerangka Pemikiran









1.6  Metode Penelitian Dalam Pelaporan KKL
1.6.1 Metode Penelitian
Adapun metode penelitian  yang di gunakan peneliti adalah metode deskriptif yaitu:
Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Penelitian deskriptif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian (Burhan Bugin, 2001:124).
Berdasarkan pengertian diatas, maka peneliti beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang ditunjukan untuk memecahkan masalah pada waktu penelitian atau pada masa sekarang yang aktual, sehingga penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu.
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan, yaitu cara auntuk memperoleh dan mengumpulkan data dengan cara membaca dan mempelajari buku, dokumen, diktat dan peraturan maupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi lapangan, terdiri dari.
a. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara pengamatan langsung ke obyek penelitian dengan mengadakan pencatatan menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan efektifitas sistim informasi penghitung suara (SITUNG) dalam akurasi perolehan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2008.
b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dan keterangan melalui tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan aparatur pemerintah yang ada di kantor KPU Provinsi Jawa Barat dan masyarakat yang pernah terlibat langsung dalam pengitungan suara pada pemilu Gubernur tahun 2008.
1.6.3 Teknik Penentuan Informan


Tehnik penentuan informan dalam penelitian ini adalah menggunakan tehnik Purposive, yaitu:”cara memilih informan yang mewakili dalam proses pengumpulan data yang obyektif” (Wahyu, 1987:56). Penentuan dan pengambilan informan pada proses pelaksanaan sistem informasi, peneliti mengambil beberapa orang aparatur KPU yang dianggap memiliki cukup informasi tentang sistem informasi di KPU Provinsi Jawa Barat.

Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Pemilihan Umum yang dianggap mewakili KPU sebagai penyelenggara pemilu dan pelaksana sistem informasi di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat.
2. Staf bagian Teknis Penyelenggaraan, dianggap mengetahui cara kerja sistem informasi penghitumgan suara pada pemilu pemilihan Gubernur pemilu pemilihan Gubernur tahun 2008.
3. Masyarakat yang tinggal di sekitar KPU Provinsi Jawa Barat yang dianggap mengetahui proses penghitungan suara pada pemilu pemilihan Gubernur tahun 2008.
1.6.4 Sumber Informasi

Sumber informasi penelitian ini didapat dari wawancara langsung dengan nara sumber. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif bukan dinamakan responden tetapi sebagai nara sumber atau partisipan, informan, teman, dan guru dalam penelitian (Sugiyono, 2005:50). Nara sumber dari penelitian ini adalah Kepala Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, dijadikan nara sumber merupakan sumber informasi yang tepat untuk dijadikan data.

1.6.5 Teknik Analisis Data


Adapun teknik analisas data yang digunakan dalam penulisan ini terdapat tiga teknik, yang dikutip dari Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Memahami Penelitian Kualitatif, ketiga teknik tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data
Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.
2. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian data yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Dengan demikian dalam penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak dapat menjawab rumusan masalah, karena seperti yang dikemukakan diatas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam metode penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti dilapangan.
1.7  Lokasi dan Waktu KKL


 Adapun yang menjadi lokasi yang dijadikan tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini adalah KPU Provinsi Jawa Barat. Jl. Garut No. 11 Telepon (022) 7206157 dan Fax 7206157 Bandung.
1. Pengumuman dosen pembimbing KKL bulan Mei 2008.
2. Pemilihan lokasi KKL atau observasi awal Mei 2008.
3. Bimbingan usulan penelitian Laporan KKL bulan Juli 2008.
4. Usulan penelitian disetujui oleh pembimbing KKL bulan Juli 2008.
5. Pelaksanaan KKL bulan Agustus 2008.
6. Bimbingan laporan KKL bulan September-November 2008.
7. Pengumpulan Laporan KKL, bulan November 2008.
Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan KKL Tahun 2008

	No
	Kegiatan
	Bulan

	
	
	Mei
	Juni
	Juli
	Agt
	Sept
	Okt
	Nov

	1
	Pengumuman Dosen

Pembimbing KKL
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Pemilihan Lokasi KKL
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Studi Pustaka
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Penyusunan usulan KKL
	
	
	
	
	
	
	

	5
	UP disetujui oleh Dosen Pembimbingan KKL
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Pelaksanaan KKL
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Bimbingan Laporan KKL
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Pengumpulan laporan KKL
	
	
	
	
	
	
	


Output


(hasil)





Proses





Input


(masukan)





Pemilihan Gubernur Jawa Barat





Sistem Informasi Penghitungan Suara





Efektivitas meliputi :


Sumber Daya 


Sumber daya manusia


Sumber daya modal


Sumber daya waktu


Produktifitas.


Keahlian manajemen


Kepemimpinan


Kepegawaian yang efektif


Kepuasan Kerja atau Sikap


Struktur birokrasi


Norma-norma


Pola-pola hubungan dalam birokrasi





Peningkatan Akurasi Perolehan Suara Pada Pemilu Pemilihan  Kepala Daerah Jawa Barat Tahun 2008
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